BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DAN RENCANA KERJA

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa maka perlu menyusun
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa};

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA) DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mojokerto.
Bupati adalah Bupati Mojokerto.
Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa
dengan melibatkan BadanPermusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

Pembangunan  Partisipatif adalah suatu system
pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan
perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
mengedepankan  kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan
perdamaian dan keadilan sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.
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18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.
BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah yang
secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat
daerah.

(5) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 3
Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4
(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka
meliputi:
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
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b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1) Dalam rangka  perencanaan pembangunan  Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa
melaksanakan tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan
Juli tahun berjalan.

BAB III
PENYUSUNAN RPJM DESA
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan

Pasal 6
(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa,
arah kebijjakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan
yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. penetapan dan penegasan batas desa;
b. pendataan desa;
C. penyusunan tata ruang desa;
. penyelenggaraan musyawarah desa;
e. pengelolaan informasi desa;
f. penyelenggaraan perencanaan desa;
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan
pemerintahan desa;
h. penyelenggaraan kerjasama antar desa;
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
(3) Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
infrasruktur dan lingkungan desa antara lain:
1. jalan pemukiman;
2. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
3. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
4. infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
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b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala desa;

2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan desa seperti posyandu; dan

4.sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai
kondisi desa.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;

2. pendidikan anak usia dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

5.sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
lainnya sesuai kondisi desa.

d. Pengembangan wusaha ekonomi produktif serta
pembangunan,pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;

. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

. penguatan permodalan BUM Desa;

. pembibitan tanaman pangan;

. penggilingan padi;

. lumbung Desa;

. pembukaan lahan pertanian;

. pengelolaan usaha hutan Desa,;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10.kandang ternak;

11.instalasi biogas;

12.mesin pakan ternak;

13.sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai
kondisi desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;

2. pembuatan terasering;

3. perlindungan mata air;

4. pembersihan daerah aliran sungai;

5. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa;

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain:

a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan kerukunan umat beragama;

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e. pembinaan lembaga adat;

f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain:

00N Ul WN
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a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan
perdagangan,

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa,
perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;

. kelompok usaha ekonomi produktif;

. kelompok perempuan;

. kelompok tani;

. kelompok masyarakat miskin;

. kelompok pengrajin;

. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

. kelompok pemuda; dan

. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
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Pasal 7

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa
dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi
objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan
kabupaten.

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan
kabupaten;

c. pengkajian keadaan Desa;

d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa;

€. penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 8
(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Kepala Desa selaku pembina;
b. Sekretaris Desa selaku ketua;

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku
sekretaris; dan



-8-

d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, lembaga
pemberdayaan  masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)
orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusaan Kepala Desa.

Pasal 9
Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah
kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan
kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan
Desa.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau
mendapatkan informasi tentang  arah kebijakan
pembangunan kabupaten.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
meliputi:
a.rencana pembangunan jangka menengah daerah

kabupaten;
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
¢. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 11
(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana
program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan
masuk ke Desa.
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(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana
program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke
Desa.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan
Desa.

Bagian Keempat
Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 12

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi
objektif Desa.

(3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan data Desa;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ menjadi bahan masukan
dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 13

(1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di
Desa.

(3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.

(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan
Desa.
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Pasal 14

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk
menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber
daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan
usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 15

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.

(2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun
dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
antara lain:

. tokoh adat;

. tokoh agama;

. tokoh masyarakat;

. tokoh pendidikan;

. kelompok tani;

kelompok perajin;
. kelompok perempuan;
. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
kelompok masyarakat miskin;dan
kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan
terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah
khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
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Pasal 16

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan
kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali
gagasan masyarakat.

(3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka
meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
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(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam
penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja
lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
masyarakat Desa.

Pasal 17

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18
(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri
dokumen:
a. data Desa yang sudah diselaraskan;
b. data rencana program pembangunan kabupaten yang
akan masuk ke Desa;
c.data rencana  program = pembangunan kawasan
perdesaan; dan
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

(1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa
hasil pengkajian keadaan desa.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan
Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa.

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui
Musyawarah Desa
Pasal 20
(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian
keadaan desa.
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(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari
kepala Desa.

Pasal 21

(1)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

membahas dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b.rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang
dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan

C. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi
kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6
(enam) tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan
Desa; dan

d.rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan
dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat
Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa
dengan pihak ketiga.

Pasal 22
(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun
RPJM Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RPJM DESA
Pasal 23
(I) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM
Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22.
(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
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(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang
hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri
dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala
Desa.

Pasal 24

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa
yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan
berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa
belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala
Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Pembangunan Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 25

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa,
Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok perajin;

g. perwakilan kelompok perempuan;

h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
dan

i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat
melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat.
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Pasal 26
(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati
rancangan RPJM Desa.
(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RPJM DESA
Pasal 27

(1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa
melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa
berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM
Desa.

(3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh
kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 28

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah
daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
peraturan Desa.

BAB IV
PENYUSUNAN RKP DESA
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan
Pasal 29
(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran
RPJM Desa.
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(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan

informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan
dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan

Juli tahun berjalan.

(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat

akhir bulan September tahun berjalan.

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 30

(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan

masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(1)

dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa;

b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa

d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

. penyusunan rancangan RKP Desa;

f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Desa;

g. penetapan RKP Desa;

h. perubahan RKP Desa; dan

i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dengan menggunakan sistematika sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

D

Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa
Pasal 31
Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan Desa.

(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling
lambat bulan Juni tahun berjalan
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Pasal 32

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa,;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM
Desa; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan
dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan
kerja perangkat daerah kabupaten.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Pasal 33
(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai
sekretaris; dan
d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan perempuan.
(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling
lambat bulan Juni tahun berjalan.
(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa.

Pasal 34
Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
a.pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke desa;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
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Bagian Keempat
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Desa
Pasal 35

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten
tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan
b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan
Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 36
Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu
indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang
meliputi:
a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten dan
d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja
daerah.
Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
a. rencana kerja pemerintah daerah,;
b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah;
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan
perwakilan rakyat daerah kabupaten.
Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang
masuk ke Desa.
Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa
menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang
dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 37
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan
rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun

anggaran Dberikutnya sebagaimana tercantum dalam
dokumen RPJM Desa.
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(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam
menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan RKP Desa
Pasal 38
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
b. pagu indikatif Desa;
c. pendapatan asli Desa,;
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah;

e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,;
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 39
(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana
kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. anggota pelaksana.
(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.

Pasal 40

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat
Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli
di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke
dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
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(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari
warga masyarakat Desa, satuan Kkerja perangkat daerah yang
membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga
pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 41

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun
dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan
kerja sama antar Desa.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 42

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan
kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan
perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah.

(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program
dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan Kkegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar
usulan RKP Desa.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim
penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 43

(1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen
rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP
Desa.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala
Desa.

Pasal 44
(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(1)

Pasal 45
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RKP Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana

3)

(4)

(1)

dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan,;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok perajin;

g. perwakilan kelompok perempuan;

h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
dan

i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat

melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi

sosial budaya masyarakat

Pasal 46

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Desa;
b. pendapatan asli Desa;
c. swadaya masyarakat Desa;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi,

dan/atau pemerintah daerah.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap

kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan
Desa;
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b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi;

f. pendayagunaan sumber daya alam;

g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

h. peningkatan kualitas Kketertiban dan ketenteraman
masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat
Desa; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan Desa.

Pasal 47

(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dituangkan
dalam berita acara.

(2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP
Desa.

(4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang
RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh
kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk
ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Bagian Ketujuh
Perubahan RKP Desa
Pasal 48
(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, Krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
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b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa
yang terkena dampak terjadinya peristiwa kKhusus;
c. menyusun rancangan Kegiatan yang disertai rencana

kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a.

(1)

mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah;

mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa
yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah;

menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB; dan

menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 49
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara
khusus untuk  kepentingan  pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 48.
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus
dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa
perubahan.
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kedelapan
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pasal 50
Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada bupati
melalui camat.
Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember
tahun berjalan.
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(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam
musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan
kabupaten.

(4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa
tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh
pemerintah Desa setelah diselenggarakannya
musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima
pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun

anggaran berikutnya.

Pasal 51
Format Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa yang tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
Paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini
diundangkan, RPJM Desa yang saat ini berlaku wajib dilakukan

penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 tpewber o

Pj. BUPATI MOJOKERTO,
MOCH. ARDI P.
Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 4 Héqomw 2015
SEKRETARIS DAERAH TEN MOJOKERTO,

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 20 NOMOR 49



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP DESA)

SISTEMATIKA RPJM DESA DAN RKP DESA

A. LAMPIRAN SISTEMATIKA RPJM DESA
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Pengertian
1.4 Maksud & Tujuan
BAB II PROFIL DESA
2.1 Kondisi Desa
a. Sejarah Desa
b. Demografi
c. Keadaan Sosial
d. Keadaan Ekonomi
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
a. Pembagian Wilayah Desa
b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
BAB III MASALAH DAN POTENSI
3.1 Masalah
3.2 Potensi
BAB IV RENCANA PRIORITAS PROGRAM/PEMBANGUNAN
4.1 Visi dan Misi
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

B. LAMPIRAN SISTEMATIKA RKP DESA

Bagian I : Pendahuluan

Bagian II : Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun lalu

Bagian III : Rancangan Kerangka Ekonomi Desa beserta Kerangka
Pendanaan

Bagian IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Bagian V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Desa



Y
[ Proses di Dusun J

KETERANGAN :

(1) ~ DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KADES DAN LEMBAGA DESA
DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES DAN TIM PERUMUS RPJM DESA

FHE) DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES DAN TIM PERUMUS RPIM DESA

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES DAN TIM PERUMUS RPJM DESA

I

[ Proses di Desa }




FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN
I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DES L eeerieeetetterttiietnterttarirerteteatttsraresterseterrestearestreestTar tearrtrTentreeareieartesentiettraetaresetetiaetarruaeatnratretersetaisssatiesiat
KECAMATAN ettt teabetsesessetee s sessabbsstssserastarssessssssrassesssrsbessssnsssbrrsaseansssssrsessanssssnsrsnensnsssssssssesnaresnnennans
KABUPATEN : cooriciiieitiitrietitensierteessennsrstessstsnsssrrrssserssstsssssssasessrtasessssssseassssessrestssesesssssnssssesssssssssssaseresssessetessunnsorasnas
PROVINSI 2 eiittiermiiiiiiiitiietii st snitesseracsstusestasasstsssstassecsssissssssssssssessatsssasssssassessssssssssessssnssssesasssssnssessssronsorssssssnnas
. SKPD Pengelola Lokasi Kegiatan Pagu Dana
N Program/ Kegiat Vol Sat
° ogram/ Kegiatan Program/ Kegiatan | (Dusun/RT/RW) omme atuan (Rp.)
Desa cooerernrninennienes , tanggal ..., ..., ...
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa



II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN .
PROVINSI
No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan
CONTOH
1 |Material batu kali dan Kerikil 400,000 m3
2 |Pasir urug 700,000 m3
3 |Lahan Tegalan 11,128 Ha
4 |Lahan Persawahan 1,104 Ha
5 |Lahan Hutan 35,000 Ha
6 |Sungai 8,124 Ha
7 |Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili 6,500 Ha
8 |Air terjun 4 bh
9
Desa ..ccveeiennens, tanggal ..o,y coee, o0
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan

catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa




III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN : ........cc.ceueee.
PROVINSI

No

Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah

Satuan

CONTOH

Penduduk dan keluarga

a.Jumlah penduduk laki-laki

orang

b. Jumlah penduduk perempuan

orang

c. Jumlah keluarga

keluarga

Sumber penghasilan utama penduduk

a. Pertanian, perikanan, perkebunan

b. Pertambangan dan penggalian

c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)

d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan

e. Angkutan, pergudangan, komunikasi

f. Jasa

g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)

Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan

a. Lulusan S-1 keatas

orang

b. Lulusan SLA

252

orang

c. Lulusan SMP

574

orang

d. Lulusan SD

2294

orang

29

orang

e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah

( “ecscsevescrncesnsesseseesne

Mengetahui
Kepala Desa

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Desa ....ccceveenvvnenne., tanggal ..., oo,y ooee

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KABUPATEN : ..o
PROVINSI

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan

CONTOH

1 ]Aset prasarana umum

a. Jalan

b. Jembatan

2 |Aset Prasarana pendidikan

a. Gedung Paud

b. Gedung TK

c. Gedung SD

d. Taman Pendidikan Alqur'an

3 |Aset prasarana kesehatan

a. Posyandu

b. Polindes

c. MCK

d. Sarana Air Bersih

4 |Aset prasarana ekonomi

a. Pasar desa

b. Tempat Pelelangan Ikan

5 ]Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

a. Jumlah kelompok usaha

b. Jumlah kelompok usaha yang sehat

6 |Aset berupa modal

a. Total aset produktif

b. Total pinjaman di masyarakat

Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa



V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

PROVINSI
No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan
Desa .....cceeveuueeee.., tanggal ..., ...., ....
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa

sevesessesscsssscestcacanas

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-
kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta
pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya .




V1. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Usulan Rencana Kegiatan
berdasarkan Bidang

Rencana Lokasi
Kegiatan

Volume

Penerima Manfaat

Satuan
Laki-laki | Perempuan

A-RTM

I

I

v

Contoh

Penyelenggaraan pemerintahan dess
1. Penetapan dan penegasan batas }
2. Pendataan Desa

3. Penyusunan tata ruang Desa

Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pemeliharaan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasi

3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan PKK

2. Pelaksanaan Siskamling

3. Pembinaan kerukunan umat berag

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMD

Dusun Karangrejo

paket - -

Mengetahui
Kepala Desa

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin



VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : ..cccvieciiniiieniiniiienss

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Praldraan Satuar Penerima Manfaat
Volume LK | PR | A-RTM
Contoh
1 |Rehabilitasi Gedung Posyandu RT. 01 1{unit 35 40 27
2 |Pembangunan jaringan irigasi RT. 02 dan RT 03 1200|meter | 100| 125 90
3 |Pelatihan tata boga RT. 01, 02, 03 15|orang 5 10 9

Mengetahui
Kepala Desa

.....................

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA DESA

b. DAFTAR MASAI AH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No

MASATAH

POTENSI

:

Jalan desa di wilaysh
BW 02 sepanjang 1.200
meter rusak berat.

Bam
Pasir
Tenaga Gotong Royong

Lingkunsan perumshan
penduduk RW 07 udak
sehat

- LEK-Deza dan PEK
- Kader-kader di desa
- Puskesmas pembanm

Banvak anak baliza di
REW 13 mendenita
penyakit campak.

- Puskezsmas Pembanm
- Posyvanda
- Kader Posyandu

Tambak kolam ikan

oleh petam ikan

- Eolamlshan tambak
- Aliran‘mpgasi
- Petani tambak

Jembatan di Dusun

- Bam dan pasir
- Kavu dan bambu

- Tenaga Gotong royong




IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KAI ENDER MUSIM

A L

PANCAROBA

KEMARAU

MUSIM HUJAN

e

Baxix

b. DAFTAR MASAT AH DAN POTENSI DARI KAI ENDER MUSIM

No

MASAT AH

POTENSI

Pada pmsom kemarsu, &

dua dusun kekurangan
air bersih.

Sungai

Mats air

Swadaya masyarakat
Batu pasir

Pada omsim kemaran
hasil panen merosot
(gagal)

- Ingasi tersier

- Luss lahan persawahan
- Eelompok Tam

- KUD

Pada musim pancaroba
banvsk masyarakat desa
terzerang ispa (infeks

saluran pernafasan akut).

- Puskesmas Pembanm
- Esbun obat keluarga
- Posyandu

Pada nmsim hujan
banyak masyarakatr di

- Puskesmas pembanru
- Posyandu

- Bidan desa

- Eebun obat keluarga

Pada nmsim bhujan,
sebagian besar nmmah
penduduk di Dusun
Damai tergenang air
setngei 1 meter

- Bam dan pasir
- Eayu dan bambu
- Tenaga Gotons rovong




X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

2. BAGAN KELFMBAGAAN DESA b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN
No LEMBAGA AASALAH POTENSI
PEMDES Permngiat ders - Puaghat
BPD masberikan - Saam
pelayanan pada uneda
maryaakat
IK-Deua Peagzus LK - Pesgzus
sebagian besxs beaghop
tdak tamnpak - Temgpn
ksgatmavs pengums
potmnsial
EELOMPOK Esgisxm Lasbag »da
TAN kalczzpok taai & Peagem
Dusus Dams lamgkp
macet
SIMPAY Peagurns Simpan - Modyl wsaha
PDUAM Pinjam ik parnsh besx
dz mgzon
KD Korang - Adz gogan
becramfast dalax pelathan
maearkan hasil - Adakredit
petamm buags rendah
dst dst dst




XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa .........c..ccoveviininninnnn.n.
Kabupaten ......cccooeviviiiiiiinininenanen. Provinsi ....cceeeveeiiiiieiieneiiininennnen.
DeSa .ovvuiniiiiiiiiiiiiiiiiiens pada :

Hari dan Tanggal @ ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinienes

Jam N

Tempat et eereeeteeeeeeeaeeeeitiateaaeaaeaas
Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh
wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh
masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses
pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa



XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

‘Q

DESA D e ettereteierietieeiereteeneiatinteuetasinseasetataetrattesrerteraerrerretentestaneenteaerasranronsets
KECAMATAN :

D et iieeetaeeaeehetaete et eitetaetheta e betatatiter st retaiteentatteraenetaennenranaens
KABUPATEN :

D ettt iiieiteieeeteeteteeeiaiiaeiteiaeeaetaettetteentatettestetettetterattttttattetettetsennannans
PROVINSI :

D ettt teeeeeieiieeiieeeeiieiieiieiaeeteeaeetreteirtarttteaseaetetaettnttteettatteassesrenrenanns

L.

1

111

IV.

VI

Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan
kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas
RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

..............................................

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Pengkajian Potensi Desa

Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Pengkajian permasalahan yang dihadapi

Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

oo oP

..............................................

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pendekatan dan Metode

Contoh
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode

P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

..............................................

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
Contoh
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan

Antar Lembaga/Kelembagaan.

..............................................

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh
a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah Kkebijakan

pembangunan kabupaten/kota
b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
¢ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk

menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk

merumuskan usulan rencana kegiatan
e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat



XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL
Contoh
1 Data desa yang sudah diselaraskan

2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke
Desa

3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan

4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

e eeereerriaeanaaas , Tanggal, ..., ...., ....
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa



XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,

telah diadakan musyawarah Desa di Desa.....cccceeivennnn.
Kecamatan..................coooil Kabupaten.............c.c.nen.e.

Hari dan Tanggal : ......coiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeen,

Jam et rareaeaaas

Tempat L PP

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku

unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :
A. Materi

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya: ......c.cccocoviiiiinin, (6 F- 1 o S

Notulen e dari ..o

Narasumber N PPN dari ..oooiiii e
e dari c.oooei e
o TP dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka
penvusunan RPJM Desa vaitu :

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

eetreereeanaaas , Tanggal, ..., ..., ....
Mengetahui Ketua BPD
Kepala Desa

Wakil Masyarakat
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di

Desa....cccooeiienennns kecamatan...........coeeueeenenennn.
kabupaten.........ccceeennenen. Provinsi..........c........ dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : ..ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeenee,

Jam PN

Tempat T e reerererereeeaeerecaneaeeaaeanaaaans

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

eereerereeenaaes , Tanggal, ..., ..., ....

Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa
Kepala Desa



XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa .....................
Kecamatan ..........ccceeviiiinnnnnn, Kabupaten .......c.c.covveiiiiniiniinnn.
Provinsi........ccc....... pada :

Hari dan Tanggal : .. .coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniienees

Jam O

Tempat e eeeeeieteeereeeeeeeeeeeeeeaeeanas

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Pemimpin musya: .......cccccveviiiiinnnnnn. dari .oooviiiiii e

Notulen e, dari coooveiiii

Narasumber S PO PPRPPI dari .coovveeeeii
e dar oo
K T dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu :

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

e eeerereinaen , Tanggal, ..., ..., ....
Ketua BPD Kepala Desa



XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa ..................... Kecamatan .........ccoeuueeee.
Kabupaten ........ccouveeninnnnee Provinsi......c...cecee... pada :

Hari dan Tanggal D eereeeeeeseseaceiiiaineieeasieereanen

Jam D eetieeeecesssseirertneiraeeaseennenane

Tempat D e eeeieeeeeeeceeetesenesseneseninteennne

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Pemimpin musyawarah : ......ccccoeoiiiiiiiinanane. dari c.oovieiiiiiicrec e

Notulen D iereereeeneneteeeeienennans 4 £21 o SUU O USSP O R PR

Narasumber Dl dari ..ccooiiiiiii e
2t dari ..cooovviiiiiiii e
K TN dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................



XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

PAGU INDIKATIF DESA
KECAMATAN N
KABUPATEN :
PROVINSI
Sumber Dana Indikatif
. Alokasi Dana
No Indlke}nf Program/ Desa Dana bagian dari Bantuan keuangan
Kegiatan Desa Dana Desa . P
(APBN) (bagian dana hasil pajak dan APBD
perimbangan retribusi APBD Kabupaten/
kab./ kota) Provinsi Kota
Contoh
Penyelenggaraan
1 |pemerintahan desa
Pelaksanaan
II |Pembangunan Desa
Pembinaan
11l |Kemasyarakatan
Pemberdayasi
IV |Masyarakat
Desa ..uceveeennnnannes , tanggal ..., ..., «oon

Ketua Tim Penyusun RKPDesa



XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

YANG MASUK KE DESA

sensecccecarentatssssssessnnetatsesestsaner e

KABUPATEN
PROVINSI -
No Asal Program/ Kegiatan Nama Program/ Kegiatan Pralqraa&‘}:igu Dana II:r Jal aan
Contoh
1|Dari Pemerintah Air Bersih 800,000,000 |PU Pusat
2|Dari Pemerintah Daerah Provinsi
3]|Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4 . . s
Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat
oleh DPRD Kabupaten
Desa ...ccocevreenrennne.., tanggal .

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

RANCANGAN RENCANA KE

RJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
. e N X R a
No Bidang/ Jenis Kegiatan Lokeasi Volume Sasaran/ Waktu Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan . __ . ::n'can
Bidang Jenis Kegiatan Manfaat Pelaksanaan Jih (Rp) Sumber Kerj Antar Desa | Ketjasama Piha Kegiatan
a b [y d e Vi g h i | ! m n
a.
b.
n Penyelenggaraan s
Pemerintahan Desa e.
f.
R
Jumlah Per Bidang 1
a.
b.
c.
d.
e
f.
2 | Pembangunan Desa :"
i
i
k.
L
m
Jumlah Per Bidang 2
a.
b.
3 Pembinaan g
Kemasyarakatan e.
f.
Jumilah Per Bidang 3
a.
4 Pemberdayaan b.
Masyarakat c.
d.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL|
wevennannnneny TANGEAL, oty viny e
Mengetahui : Disusun oleh:

Kepala Desa,

Tim Penyusun RPJM Desa




XXI. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA

Mengetahui
Kepala Desa

TAHUN : onieiiiiiiiiireceens
1B ) 7 RO SPP PSPPSR
KECAMATAN o iiiiiiiiiiiieiateererterosetasentesascmssssasastesestenessusestasesssetnsssssssssssssrasssnsnassnsessssssssesssrsnsnsnans
KABUPATEN  ririiiitiiittetacteiosnetmeataecnttatascesasaetasastasentssastasasasssssessstssastsrsssasnsessareersseassssnssnanenarnns
Lo SO AT A0\ ] (TP SUP LU PPN
. . . Prakiraan Prakiraan
No Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi | Volume S;saxi"ant/ Waktu Biaya dan
Bidang Jenis Kegiatan an‘aa Pelaksanaan | Jumlah (Rp)
Penyelenggaraan
1 |Pemerintahan
Desa
Jumlah Per Bidang 1 -
Pembangunan
2
Desa
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 -
a Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
Desa vooveveriniennreninns , tanggal ..., ..., ...



XXII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....................
Kecamatan.........cccovevevenininennnenne. Kabupaten .........cccoeevvniiiiiiiiicecenennnn.
Provinsi.................. pada

Hari dan Tanggal : ..coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieae,

Jam D e eereeeeeteiee et ieaeaaes

Tempat e eeeeeteeeereeeaaereeneaeaaeaans

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun
RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.
eeeererereeeaaaean , Tanggal, ..., ..., ....
Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RKP Desa



ALUR PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Sas = 5 k

! T

Proses di Dusun Proses di Desa

KETERANGAN :
! !DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KADES DAN LEMBAGA DESA

BB ooxuMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD
BB 0okuMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD
} DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES DAN TIM PERUMUS RPJM DESA

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES DAN TIM PERUMUS RPJM DESA

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES DAN TIM PERUMUS RPJM DESA



ALUR PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

S

| Y

Proses di Dusun ~ Proses di Desa

KETERANGAN :

| DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KADES DAN LEMBAGA DESA

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH KPMD

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES DAN TIM PERUMUS RPJM DESA

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES DAN TIM PERUMUS RPJM DESA

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN OLEH SEKDES DAN TIM PERUMUS RPJM DESA



XXIII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa..............................
Kabupaten.........coooveveiiiiiiiinnnnn. Provinsi..........ccoooevennnn. pada :

Herd daii TaNgERL 2 ..conrmemmmmomssnsiianiin if s

Jam B e A RS RS

Tempat R B RS R

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri
oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Petminpir MUsYE? caavsaesanavnismss - iy Ty

Notulen B conunmpemssnsmsss s dari ..o

Narasumber I, I
2 AATT oo
< ETS— dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Kepala Desa

Pj. BUPATI MOJOKERTO,

— |-

MOCH. ARDI P.



